
Menteri Negrra Perencanaan Pembrngunan Nasional /

Kepda Badan Prrencanarn Pembrngunm Nasional

KEPUTUSAN MENIERI NEGARA PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,/
KXPA].A BADAN PERINCANAAN PDMBANGUNAN NASIONAI,

NOMORKEP. a /M}fi{/HK/O|/2070
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS
TITE INDOT\TSA MIJLN DoNoR FT]ND FACIaw FoR DISASTER REL:7VERV

MENTERI NXGA.RA PERf,NCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL,/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL,

Menin$ang a. bahwa selama beberapa tahun terakhir kejadiafl bencana alan,
terulahla gentpa bumr berskala besar, senukin serinc teriadl. vans
mengakibalkan kerusakan dan keru3ian yang besariUai[ aar; sii
materi nraupun immateri;

b. bahwa kerusakan dan kerugian sebagaimana dirnaksud dalam huruf
a, 

_ 
mengakibatkan meningkatnya kebutuhaa pendanaafl untuk

melaksanakan pemulihan wilayah pasca bencana; 
'

c. la-hwa penrulihan wilavah pasca bencana sebagaimana dimaksud
dalalr huruf, selain didanai oleh pemerinbh; juga drperlukan
dukungan pendanaan dari negara/lentbaga donor milalui mikanisme
yang cepat dimobilisai, fleksibel, transparan, dan akurtabel;

d. fahw.a berdasarkan pertimbangan sebagainrana dimakud dalam
huruf c, telah dibentuk The tudonesia M;lti Donot.Funcl lac i^, lor
Pisacler Re.otct) ffel,rlul penandalanga an nask h kesrpaklrtan
antara Pemerinlah Republik lndonesra, Bank Dunra. dan pesirikatan
Ban8sa.Bangsa;

e. l,ahwa untuk nlelakdnakan naskah kesepakttan sebaqaimana
dimaksud dalam huruf d, diperlukan adanva dukunqan da"n oe,r,
lrntas sfktor pada Kementerian/ t efildga terkrlt, Eupp"nur, drn
negarallembaga donor terkait;

f. b. ahw? berdamrkan perlimbangan sebagaimana dimaksud clalam
hunrf e, perlu membentuk Tim pengarah-dan Tim TelJlts The Mnltj
Donor Fund Facility fot Dj\astet Recovely;

g. bahwa pejabat ya g tercantum dalam Ianlpiran Keputusan ini
dianSgap manpu dan memenuhr persyaratan untuk .luduk dan
melaksanrkan tugas sebagal an&lota Tim lengarah dan Tinr,lilnts
Thc lndote$a Mttlt ftonor fund tjctfitt lo( Dt;ajkr Ret.overy.

I. Ufldang,trndang Nomor I Takun 3OO4 tentang perbend^haraan
Negara (l€mbarah Negara Republik Indonesia Tahun ZOO4 Nomor E,
Tambahan lrmbaran Negara Rep[blik ]ndonesia Nomor 4355);

Mengingat

2. Undanr
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2. Undant-Und,an\ Nomor 25 Tahun 2004 tenfang Sistem Perencanaan

Pembanguflan Nasioflal (|.f,-fitbaran Negara Republik Ifldonesia Tahun
2OO4 Nomor 7O4, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4355);

3. Undang'Undant Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pena.nggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66,Tamb^har, l.f-mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-UndanS Nomor 47 Tahun 2009 tentang AnEgaran
Pendapatan dan Belanja NeSara Tahun Anggaran 2010 (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Ta,rjlbaharl
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 terltang'fata Cara
Pen1ada.an Pt]I.jafi n dan/atan Penedmaan Hibah serla penerusan
Pinjaman d^a/at^n Hibah Luar Negeri (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomol 3, Tambahan I€mbaran Negara
Republik Indonesia Nolhor 4597);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang Pendana tr dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (kmbaran Negara Republik Indonesia
T^hvn 2OO8 Nomor 43, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO8 tentang Peran Serta
lembaga Internasional dan f€mbaga Asihg Non Pemerintah dalam
Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Noftor 4830);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OOZ tefltarrg Pelaksanaan
An&Zaran Pefid^pal^n dan Belaflja Negara (l,embaran Negara
Republik Indonesia Ta,httr 2OO2 Nomor 73, Tambahan t€mbaran
NeSara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagainnana tglah beberaq
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun
2004 (t€mbaran Negara Republik Indonesi a Ta,I.un ZOO4 Nomor 92,
Tambahan krhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

4. Peraf.rran Pr€siden Nomor I Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
fungsi, Susunan Organisasi, dan T^ta Ketja Kementedan Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beb€rapa kali diubah, terat*ir
den8afl Peraturan Presiden Noftor 20 Tahun 2008;

5. Peraturah Prcsiden Nomd 82 Tahu:n 2OO7
Perencana4n Pembansuflan Nasional;

tentang Badan

6. Peraturan Menteri NeSara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiohal Nomor
PER. 005/M.PPN/ 10 /2007 tenl^ng Organisasi dan Tata Ke4a
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Percncanaah Pemban8unan Nasional;

Menrerhatikan

MIMUTUSKAN

Naskah Kesepakatan antara Pemerintah Republik Itldonesia dengan Bank
Dunia dan Perserikatan BanSsa Bangsa tentang fhe Indonesia Multi
Dot?or Fulttl for Disaster Recovay,t^nggal30 Desember 2009;



Menet4pkafl

PXRTAMA

KEDT]A

KETIGA
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MEMUTUSIGN:

KEPUTUSAN MENITRI NXGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL
TTNTANG PEMBENTTJKAN TIM PENGARAH DAN TIM TTKMS 7TT'
INDO,MSA MULN DONOR T'I]ND FOR DISASIER RECOWRY.

Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis The Indonesia Multi Donor
fu d fbcility |br Dtsaster Recovery, yang selanjutnya disebut IMDTT-DR,
dengan susunan keanggolaan tbagaimana rercantum dalam Ljmplran
Keputusan Menteri ini.

Tim Pellgarah berlugas:

a. menetapkan p oritas dan kebijakan serta memberikan arahan
strategis baSi pemanfaatan dana IMDFf-DR;

b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan IMDFF-DB
c. melaksanakantrrngawasanterhadapportofolioIMDFf-DR;

d. memastikan terwujudnya koordinasi antar proyek untuk
pemanfaatan dana IMDFF-DR yang efektifdan efisien;

e. memberikan persetujuan bagi usulan proyek-pr.oyek yang akan
dibiayai oleh IMDTT-DR, termasuk usulan part er asency ya]..g
aka\ bertanggung jawab dalam nengadministrasikan
proyek/kegiatan yang diusulkan;

f. melaksanakan koordinasi dengan trustee, ya:Itg terdiri dari Bark
Duflia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam rangka pemanfaatan
dana IMDTF-DR;

g. menyampaikan laporan kepaia Menteri Negara perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencaflaan pembahgunan
Nasional mengenai pelaksa{aan tMDIt-DR.

Tim Teknis beduga"s.'

a, melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebjjakan strategis
pemanfaatan dana IMDTF-DR;

b. memberikan masukan isu strate8is, prioritas dan keb{akan strategis
kepada Tim Pengarah;

c. melakukan evaluasi terhadap proyek/kegiatan yang diusulkan
kepada IMDIT-DR sebelum dimintakan persetujuafl kepada Tim
Pengarah;

d. melakukan evaluasi terhadap Iaporan finansial IMDFF-DR;

e. melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan proyek/kegiatafl
yang memaflfaatkan dana IMDFF-DR;

f. apabila diperlukan, dapat melaksatrakan appraisal dar. Wma;nt^nar.
di lapangan;

g. menyusun dan mengubah Petunjuk Operasional sesuai kebiiakan
pemulihan pasca bencana;

h. melaksanakan koordinasi dengan tuastee, adrni istua ve agency
dafl ilttplencntins patt ers dalam pelaksar.aan IMDIT,DR;

i. menyrrsun kerangka pemantauan dan evaluali pelaksanaan
proyek/kegiatan yaflg memanfaatkan dana IMDIT-DR;

j. menyampaikan ...
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KE[MPAT

KELIMA

KEENAM

j. menyampaikan laporan portfolio dan kinerja pelaksanaan IMDIT-
DR kepada Tim Pengarah.

Dalaftr melaksanakan tuSas-tugas Tim Pengarah dan Tim Tekhis IMDIT-
DR, Ketua Tim Pengarah dapat membentuk seketariat IMDFT-DR.

Biaya yang diperlukan untuk petaksanaan tugas Tinl Peflgarah dan Tim
Teknis IMDIT-D& dibebankan pada ArLg8.ara Peadapatan dan Belanja
Negara Kementerian Negara PPN,/Bappenas Tahun Anggaran 2010 dan
sumber pembiayaan lainnya sesuai kete tuan perafuran perundang-
undangan.

Keprtusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

,JMI]NTIRI NTGARA gIRTNCANAAN Pf,MBANCUNAN NASIONAL/
I/ KEPALA BADAN PIRf,NCANAAN PTMBANGUNAN NASIoNAL,

Qr

Tembusan ini kepada Yth. i

Direktur Jeflderal Anggaran, Kementerian Keuangafl ;

Direktur Jeflderal Perbendaharaan, Kenehterian Keuangan;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

SesmeneS PPN/Se$tame Bap]4P-nas;

Inspektur Utama, Bapp€ras;

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Bappenas;

Kepala Birc Hukum, Bappenas;

YanS bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan diJakarta
padatan&B l 25 Ja\uari 2O1O

/Y-
t-.,.

ARMIDA S. ALISJAHBANA



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH DAN TIM TIKNIS

mE INDOI\D'SIA MULTI DONOR II|ND fACILtTy FOR DTSASTER RECOWY

TlM PENGAXAH

Ketua

LAMPIRAN
KIPUTUSAN MXNTERI NECARA PPN/
KEPAIA BAPPENAS
NoMOR KEP. 8 /M.W,]/HWO1/ zoto
TANGGAL 25 JANUARI2OlO

Deputi Bidaflg Pengembangan Regional dan Otonomi
Daerah, Bappenas.

1. Deputi Bidang PendanaafiPentbang]a1 n, Bappenas;

2. Deputi BidanS Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB,

1. DirekturJendelal Anggaran, Kementerian Keuangan;

2. Direldur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
KeuanSan;

3. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian
Keuangan;

4. Sekretaris Jeflderal, Kemenferian Peketja4n Umum;

5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;

6. SekretarisJenderal, Kementerian Pendidikan Nasional;

7. SekretarisJehderal, Kementeria[ Kesehatan;

8. Seketaris Jenderal! Kementerian Agama;

9. SekreiarisJenderal, Kementerian Sosial;

1O. Sekrefaris Jenderal, Kementerian ESDM;

1 1. Sekreta s Jenderal, Kementerian Kehutanan;

I 2. Sekretaris Jefl deral, Kementerian Pertanian

1 3. Sekretaris Jenderal, Kementeriafl Perhubungan;

14. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dall
Perikanan;

15. SeketarisJenderal, Kementeriafl UKM dan Koperasil

1 6. Sekretaris Jenderal, Kementeriafl Perdagangan;

1 7. Sekretaris Jenderal, Kemefl terian Perindustrian;

18. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial,
Kementerian Koordinator Kesra.

wakil

Anggota

ts. TIM TEKNIS ..,



B TIM TEKMS

Ketua

Anggota

Direktu Kawasan Khusus dan Daerah Tettin8gal,
Bappenas.

1. DirekturPendanaanMultilateral, Bappcnas;

2. Direktur Pendanaan Bilateral, Bappenas;

3. Direktur Penilaian Kemsakan, BNPB.

1. Direktur Penyusunan APBN, Kementerian Keuangan;

2. Dircktur Anggaran I, Kementerian Keuangan;

3. Direktur Anggaran I[, Kementeriah Keuangan;

4. Dircktur Anggaran lll, Kementerian Keuangan;

5. Direkfur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;

6. Direldul Pengelolaan Kas Ne3ara, Kemente{ian
Keuangan;

7. Direktur Manajemen pehcegahan dan pefian:P:ullangan
Bencana. Kemenl,erian Dalam Ne3eri;

8. Direktur Pemulihan dan peningkatan Fisik, BNpB;

9. Direktu Pemulihan dan Peningkatal Sosial Ekonomi,
BNPB;

10. Kepala Biro Perencanaar, BNPB;

1 l. Kepala Biro Perencanaah dan Kerjasama Luar Negeri,
Kenrefl terian Pekerjaan Umuft ;

12. Kepala Biro Perencana&n dan Arrg1atan, Kementerian
Dalam NeSeri;

I3. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri,
Kementerian Pendidikan Nasionall

14. Kepala Biro Perenc a\aat da11 Angg rat\. Kementerian
Kesehatan;

15. Kepala Birc Perencanaan, Kementerian Agana;
I6. Kepala Biro Perrncanaan, Keftenterian Sosial;

17. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjajama, Kementerian
ESDM;

18. Kepala Biro Pereflcanaan, Kementerian Kehutaran;

19. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian pertatdan;

20. Kepala Birr Perencanaan, (ementerian perhubungan;

21, Kepala Biro Per€ncanaan. Kementerian Kelautan dan
Perikauan;

22. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian UKNI dan
Kopera-ri;

23. Kepala Birc Percncanaan, Kemente an perdagangjaa)

24. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian perindustria[;

Wakil

25. Asisten ...



25.Asisten Deputi Urusan Pemulihan pasc a Bencana.
Kementerian Koordinator Bidang Kesra;

26, Kepala Biro Perencanaan, Orgartsasi d n Tata l,,]ksana,
Bappenas;

27. Kepala Biro Hukum) Bappenas.

MF.NTERI

f reeN.e
NEGARA PERENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ARMTDA S. ALTSJAHBAT\A


